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WALIKOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI
NoMOR \\4+ TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KENDARI

WALIKOTA KENDARI

Menimbang . a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan
Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Kendari maka nomenklatur
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kota Kendari mengalami perubahan;

b. bahwa dalam upaya penyediaan informasi
publik dilingkungan Pemerintah Kota
Kendari, maka perlu disusun Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi
pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) dalam penyediaan
dan pengelolaan informasi publik secara
baik dan efisien sehingga dapat diakses oleh

masyarakat dengan mudah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan
‘Walikota Kendari tentang Standar
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Operasional Prosedur Pelayanan Informasi
Publik Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kota
Kendari;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II

Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4845) sebagaimana diubah
dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomeor 251, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846;

4, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);
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5. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5071);

6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan kedua atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lenibaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
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Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik

Indonesia. Nomor 1);

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010
tentang  Prosedur Penyelesaian  Sengketa

Informasi Publik;

11. Keputusan Walikota Kendari Nomor 978 Tahun
2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi Kota Kendari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Standar Operasional ‘Prosedur (SOP) bagi
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Dilingkungan

Pemerintah Kota Kendari;

Standar Operasional Prosedur (SOP)
sebagaimana dimaksud pada Diktum

KEDUA

KESATU merupakan pedoman dalam
pengelolaan informasi bagi Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota
Kendari, Organisasi Perangkat Daerah
(OPD), Badan Publik lainnya dan Kecamatan
dilingkungan Pemerintah  Kota Kendari
dalam penyediaan, pengumpulan,

pendokumentasian dan pelayanan Informasi

Publik;

Rincian Standar Operasional Prosedur (SOP)

KETIGA
Diktum

sebagaimana dimaksud pada
KESATU tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan
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KEEMPAT

dengan Keputusan Walikota ini;

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya

akan dilakukan pembetulan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 29-\\- 2019
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LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : I(l43 TAHUN 2019

TANGGAL : Z)-|| - 2019

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KENDARI

1. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi
pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta
merupakan bagian penting bagi pertahanan Nasional. Hak
memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan
keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri
penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan
rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.
Komitmen Pemerintah Kota Kendari untuk menerapkan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, telah dibuktikan dengan ditetapkannya
Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor S5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari, dan
juga ditetapkannya Keputusan Walikota Kendari Nomor 978 Tahun
2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kota Kendari. Peraturan Perundangan diatas, telah
memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang
untuk memperoleh Informasi Publik. Dimana, setiap badan
Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan
melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat

waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
diantaranya bertugas untuk menyediakan akses informasi

publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut,
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penetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan
informasi dilingkungan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kota Kendari menjadi mutlak. Dengan adanya
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik ini,
diharapkan implementasi Undang Undang Keterbukaan
Informasi Publik dan Peraturan Daerah Kota Kendari dapat
berjalan efektif dan hak hak publik terhadap informasi yang
berkualitas Fiapat secara nyata terpenuhi.

B. LANDASAN HUKUM.

1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia NomoOr 4843) sebagaimana
diubah dengan Undang Undang ‘Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

951, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5952);

2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846;

3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038);

4. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan (lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5071);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 157);

7. Peraturan Komisi Informasi Nomof 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara

Republik Indonesia Nomor 1);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

9. Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 978 Tahun
2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi Kota Kendari;
Cc. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. Maksud

Pedoman ini sebagai acuan tentang ruang lingkup,
tanggung jawab dan wewenang Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Kendari,
Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Publik

lainnya dan Kecamatan dalam menyediakan Informasi
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tertentu melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan
pelayanan informasi publik.

2. Tujuan SOP ini diharapkan dapat :

a. Mendorong terwujudnya implementasi Undang
Undang Keterbukaan Informasi Publik secara
efektif dan hak hak publik terhadap informasi
yang berkualitas dapat terpenuhi.

b. Memberikan pedoman bagi Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan

pelayanan informasi publik.

c. Meningkatkan pelayanan informasi  publik
dilingkungan organisasi/Lembaga publik untuk
menghasilkan layanan informasi publik yang

berkualitas.
II. HAKIKAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Hakikat Pelayanan Informasi Publik adalah pemberian
pelayanan kepada pemohon informasi publik secara cepat,
tepat waktu, biaya ringan/proporsional ~dengan cara
sederhana, sementara Informasi Publik yang dikecualikan
bersifat ketat dan terbatas.

. ASAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.

1. Transparansi.
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua
pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai

serta mudah dimengerti.
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IV.

Akuntabilitas.
Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

Kondisional.
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan
penerima pelayanan dengan tepat berpegang pada prinsip

efisiensi dan efektifitas.

Partisipatif.
Mendorong peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan informasi publik dengan
memperhatikanaspirasi, kebutuhan dan harapan
masyarakat.

Kesamaan Hak.
Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku,

ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.

Keseimbangan Hak dan Kewajiban.

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi

hak dan kewajiban masing masing pihak

KELOMPOK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Pelayanan informasi publik dilaksanakan oleh:

1.

2.
3.
4.

PPID Kota Kendari;

PPID Organisasi Perangkat Daerah;
PPID Badan Publik Lainnya;
PPID Kecamatan.

STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Setiap penyelenggara pelayanan publik dalam melaksanakan

masing masing tugas dan fungsinya harus memiliki standar

pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai

Dipindai dengan LamScanner



ukuran baku dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan
wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan informasi.
Adapun Standar Opersional Prosedur pelayanan informasi
publik, sebagai berikut:

1. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Untuk melaksanakan pelayanan informasi perlu didukung
oleh “Front Office” dan “Back Office” yang baik:

a. Front Office

Desk layanan langsung De sk layanan via media.

b. Back Office
1. Bidang pelayanan dan dokumentasi informasi

2. Bidang pengolahan data danl,,.klasiﬁkasi informasi

3. Bidang penyelesaian sengketa informasi.
2. DESK LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan
kebutuhan pemohon informasi publik, Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui desk layanan
informasi publik melakukan layanan langsung dan
layanan melalui media antara lain menggunakan telepon,

e-mail dan website.

3. TEMPAT DAN WAKTU PELAYANAN INFORMASI.

a. Tempat/Sekretariat PPID

1. Sekretariat Pejabat Dinas Komunikasi dan .
Pengelola Informasi dan Informatika Kota kendari

Dokumentasi (PPID)
Utama Kota Kendari
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4.

2.Sekretariat Pejabat
Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID)
Pembantu OPD

Kantor OPD yang

bersangkutan

3. Sekretariat Pejabat
Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID)
Badan Publik Lainnya

Kantor Badan Publik

yang bersangkutan

4. Sekretariat Pejabat

Kantor Kecamatan yang

dilaksanakan pada hari kerja yaitu pa
ai dengan Jumat, dengan waktu pelaksanaan

samp
sebagai berikut :

. SENIN s.d KAMIS
- Waktu Istirahat

- JUMAT

. Waktu Istirahat

Pengelola Informasi dan bersangkutan
Dokumentasi (PPID)
Pembantu Kecamatan

b. Penyelenggaraan pelayanan informasi publik

da hari Senin

08.30 s.d 15.30 Wita
11.45 s.d 13.15 Wita
08.00 s.d 16.00 Wita
11.30 s.d 13.15 Wita

MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK.

1. Pemohon informasi

informasi

informasi serta melampirkan

dan pengguna informasi;

2. Petugas memberikan

permintaan informasi
informasi publik;

datang ketempat

dengan mengisi

layanan

formulir permintaan
foto copy KTP pemohon

tanda bukti penerimaan
publik kepada pemohon
\
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3. Petugas memproses permintaan informasi publik
sesuai dengan formulir permintaan informasi publik

yang telah ditandatangani oleh pemohon;

4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang

diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika

informasi yang diminta masuk dalam kategori
informasi yang dikecualikan, maka Pejabat Pengelola |
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Kendari, OPD,

Badan Publik Lainnya dan Kecamatan, menyampaikan

alasan penolakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan undangan yang berlaku (Undang

Undang Keterbukaan Informasi Publik);

5. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan
Informasi Publik kepada Pengguha Informasi Publik;

6. Membukukan dan mencatat (Buku  Register

Permohonan Informasi) Pelayanan Informasi.
5. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi.

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
akan menolak memberikan informasi publik yang
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, dengan prosedur sebagai berikut:

a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) mempersiapkan daftar pemohon dan/atau

pengguna informasi yang akan ditolak;

b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) mengadakan rapat koordinasi dengan
melibatkan OPD yang terkait paling lambat 3 hari
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kerja setelah surat permohonan diterima oleh
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID);

c. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan
dalam berita acara yang ditandatangani oleh

seluruh peserta rapat;

d. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara

baik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
akan memberikan tanggapan atas keberatan yang
disampaikan pemohon informasi publik secara

tertulis, sebagai berikut:

a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) mempersiapkan daftar keberatan yang
disampaikan pemohon dan/atau pengguna

informasi;

b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) mengadakan rapat koordinasi dengan
melibatkan OPD yang terkait paling lambat 3 hari
kerja setelah surat permohonan diterima Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

c. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan
dalam berita acara yang ditandatangani oleh

seluruh peserta rapat;

d. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara

baik.
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3. Penyelesaian Sengketa Informasi

a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) menyiapkan bahan bahan terkait sengketa

informasi;

b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) menyusun kajian dan pertimbangan
hukum untuk disampaikan kepada Atasan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID);

c. Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi
Informasi, PTUN, dan MA, maka PPID melakukan

pendampingan hukum untuk penyelesaian

P

sengketa informasi.
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LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR :
TANGGAL :

W4
29-U -

TAHUN 2019
2019

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA KENDARI.

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI

DAN DOKUMENTASI UTAMA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

PEMBINA

WALIKOTA

1.

|

A.
KENDARI
ATASAN PPID

SEKRETARIS DAERAH

l

/’I;W PERTIMBAN GAIN

ASISTEN  ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA KENDARI

ASISTEN  ADMINISTRASI
UMUM DAERAH KOTA

KENDARI
ASISTEN  ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT
DAERAH KOTA KENDARI

INFORMAS!I DAN
\ KOMUNIKAS! PUBLIK

v

DAN DOKUMENTASI

DAN PENGELOLAAN

PENDOKUMENTASIAN
DAN PENGARSIPAN

INFORMASI

KEPALA SEKSI
PENGELOLAAN

KOMUNIKASI PUBLIK )

INFORMASI

\
PENGUMPULAN
PUBLIKAS| INFORMASI

PPID PEMDANTU

SEKRETAR

FRONT DESK
J PELAYANAN
INFORMAS!

1S DINAS / BADAN /

SEKRETARIAT DEWAN /
BAGIAN /

KECAMATAN

KANTO
DILINOKUNOAN

PEMERINTAH KOTA KENDARI
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4. INSPEKTUR KOTA.
KENDARI
S. KEPALA BAGIAN
PPID UTAMA ADMINISTRASI  HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN . ggfgg?:‘ﬁ;‘mn =
TIKA KOTA KENDARI : 5
INFORMATIKA KO DI LINGKUNGAN
j PEMERINTAH KOTA
r KENDAR! J
s y
" y 3 /" BIDANG PELAYANAN /" BIDANG PENGADUAN
"DAN& PENGELOLAAN BIDANg Ax;oxu&:gu'msx INFORMASI DAN gg:g%i‘“m
PORIEAS 1. KEPALA SEKSI I -
0 K PENGELOLAAN MEDIA 1. KEPALA
KEPALA BIDANG KEPALA SEKS! STATITH DAN INFORMASI PUBLIK PRODUK HUKUM
DAERAH

2. KEPALA SUB BAGIAN

K BANTUAN HUKUM J
y

PENGADUAN DAN
PENYELESAIAN
SENGKETA INFORMASI




B. STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU PADA DINAS / BADAN / SEKRETARIAT
DEWAN / BAGIAN / KANTOR / KECAMATAN DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA KENDARI.

ATASAN PPID PEMBANTU

PARA KEPALA DINAS / BADAN /
SEKWAN BAGIAN / KANTOR /
KECAMATAN DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA KENDARI

f

PPID PEMBANTU

PARA SEKRETARIS DINAS /
BADAN / SEKWAN / BAGIAN /

KANTOR / KECAMATAN

KOTA KENDARI

L DILINGKUNGAN PEMERINTAH

A4

PETUGAS PELAYANAN .
INFORMASI PUBLIK
(ADMIN)
1
y FRONT DESK / BIDANG
et PELAYANAN PENDOKUMENT: \SL:N
Pusﬁgfgﬁgégﬁ:\sx INFORMASI Df\‘ilggsg \*llizllf’ \
DAN DOKUMENTASI
OTA KENDARI,

Dipindai denhgan CamScanner



LAMPIRAN III KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR :
TANGGAL :

4%
2411 -

2019

TAHUN 2019

ALUR MEKANISME DAN TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pemohon
Informasi _ | Tertulis (Elektonik dan
&\V Non Eletronik)
__——l > Tidak Tertulis
l Informasi Publik Yang Pejabat Informasi Pencatatan a. Nama Pem
. . i ohon
Ada Di Badan Publik dan Dokumentasi Informasi > Informasi
. b. Alamat
c. Subyek Informasi
A d. Format Pengiriman
Pemberian Tanda Bukti e. Alasan Permintaan
Dokumentasi dan g:m:g; ii’,ffﬁffg ?ﬂ) Informasi
Klarifikasi Informasi In fgrmasi )
Informasi Publik Yang L
Diumumkan Berkala Pemberitahuan Informasi
’ Tertulis (Maks. 10 Hari Kerja)
Informasi Publik Yang i

Diumumkan Serta

Merta
' I

Informasi Publik Yang
Wajib Tersedia Setiap

Saat
I

Informasi Publik Yang
Dikecualikan

y

Penolakan Disertai
Alasan

Penerimaan Permintaan

Informasi Disertai Penjelasan :

a. Materi Informasi Yang Akan
Diberikan

b. Alat Penyampaian dan
Format Informasi

c. Biaya dan cara pembayaran

d. Jika Badan Publik sudah
memiliki Informasi sebagian

atau scutuhnya, maka
Informasi dapat diberikan

Pemberian Informasi
Yang Diminta

Perpanjangan Waktu
Pemberitahuan
(Disertai Alasan)
Maks. 7 Hari Kerja

Dipindai denhgan CamScanner



LAMPIRAN IV KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL : 2019

A. CONTOH FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Nomor Pendaftaran * :

Nama Lengkap S assesisasaiserened
e
Alamat S UPTRIPOPRPP PP
T
Pekerjaan -
(Sesuai KTP)

Nomor Telepon e
Email ' ..........................
Tujuan Penggunaan
Informasi

Cara Memperoleh

-----------------------------

..........................................................

Ja Membaca/Melihat/ Mendengar/ Mencatat*™*

(b Mendapatkan Salinan Informast

Informasi**
- (Ja. Mengambil Langsung

Cara Mendapatkan
Salinan Informasi** () b. Kurir

B c. Pos
Cj d. Faksimili

Cj e. E-mail

Kendari, 2019
Petugas Pelayanan [nformasi r |
ohon Informast

(Penerima Permohonan) Pem

R ) b anda Tangan

Nama dan Tanda Tangan

Keterangan :

* Diisi oleh petugas

** Pilih salah satu dengan
w++ Coret yang tidak perlu

mcmbcl' tanda (‘1)

Dipindai dengan CamScanner



B. CONTOH FORMULIR SURAT PERNYATAAN KEBERATAN ATAS
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

FORMULIR SURAT / PERNYATAAN
KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

A. INFORMASI PENGAJUAN KEBERATAN

Nomor Registrasi Keberatan * e

Nomor Pendaftaran i,
Permohonan Informasi : i,
Tujuan Penggunaan Informasi PP RIS TTTITIITL

Identitas Pemohon

Nama C rvmeeresssesssessesassssesessanerasssserasaasass
Alamat T U UP TR P RRPPPRPPPR PR
Pekerjaan G e
Nomor Telepon T eeesasnesned " eevessscesssnssssererssnssansanaee

Identitas Kuasa Pemohon *k

.................................................

Nama
Alamat

.................................................

B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN ***
( —a. permohonan informasi ditolak
( —]b. Informasi berkala tidak disediakan
( ~Jc. Permintaan informasi tidak ditanggapi
(. —d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang

diminta
si tidak dipenuhi

~ Je. Permintaan informa

(
L —)f. Biaya yang dikenakan tidak wajar
- —)g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang

ditentukan

C. KASUS POSISI ****

LR
---------------------
------------------------------------------------

RATAN AKAN DIBERIKAN **#¥* :

----------------------------------------

TANGGAPAN ATAS KEBE

D. HARI/TANGGAL
2019

Dipindai dengan CLamScanner



Demikian keberatan ini
i saya sampaikan, atas perhatian d
saya ucapkan terimakasih. an tanggapannya,

Kendari, 2019

Mengetahui, **%¥x% Petugas Pelayanan Informasi

(Penerima Permohonan) Pemohon Inf .
ormasi

Nama dan Tanda Tangan Nama dan Tanda Tangan

Keterangan :
ku register pengajuan

* Nomor register pengajuan keberatan diidi berdasarkan bu

keberatan.
+ Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan surat
kuasa. o

suai dengan alasan

*+ Sesuai dengan pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan se

keberatan yang diajukan.

s+++ Diisi sesuai dengan keten
ww+ Tanggal diisi dengan tangs
keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan bu

s+srix Dalam hal keberatal diajukan secara langsung, maka
gas yang menerima pengajuan keberatan.

tuan jangka waktu dalam UU KIP.

al diterimanya pengajuan
ku register pengajuan keberatan.
formulir keberatan juga

keberatan yaitu sejak

ditandatangani oleh petu

Dipindai dengan CamScanner



c. CONTOH FORMULIR PEN
OLAKAN PERMO
- HONAN INFORMASI

CONTOH FORMULIR PENOLAKAN PERMOHONAN
INFORMASI PUBLIK*

Nama
Alamat o R
Nomor Telepon L
Email L

Informasi yang dibutuhkan ©  sssessiiiessesdvarsrrasesees

Informasi Publik ini dikecualikan dengan mempertimbangkan bahwa :

Alasan © reeeeeeessssssessenasessssssrnrnnes
(Diisi dengan pasaldan e
Undang Undang yang mengecualikan) S veeeesesenasessasesnassessrenens

Dengan mempertimbangkan berbagai konsekuensi berdasarkan alasan

pengecualian diatas, memutuskan bahwa: PERMOHONAN INFORMASI

DITOLAK. Pemberian Informasi hanya dapat dilakukan berdasarkan

putusan Komisi Informasi dan /atau Pengadilan.

Kendari, 2019

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI

Nama dan Tanda Tangan

Keterangan :
* Dibuat rangkap dua, lembar satu

untuk pemohon, lembar dua untuk Petugas

Dipindai denhgan CamScanner



D. CONTOH FORMULIR PEMBERITAHUAN TERTULIS
FORMULIR PEMBERITAHUAN TERTULIS

Kendari, 2019

Berdasarkan Permohonan Informasi pada tanggal ..... bulan tahun

dengan nomor pendaftaran...., Kami menyampaikan Kepada Saudara(i) :

Nama S eissvelesseernideaveevestis dseseinisetaneanits dussubunsties
Alamat D easesessensesaesssnassenasassanasadsenstesnsnsasnd siossessved
Nomor Telepon D ieeereresseresseentessannisanrersessansseserssaaseanaiates
Email L ieersereesresersnressiensiererantiieststnrseanesibtatatttes

Pemberitahuan sebagai berikut

Nama PP PP PP PIEPETTIPELTEL
NO | Hal Hal Yang Terkait Informasi _ Keterangan
Publik
1 | Penguasaan Informasi Publik Informasi Berkala Tidak Disediakan
2 | Informasi Yang Dibutuhkan : Permintaan Informasi Tidak Ditanggapi
) T PR LT
OO PPOPPRPPPRRR PP
3 | Bentuk Fisik Yang Tersedia () 1. Softcopy/ Salinan Elektronik
() 2. Hardcopy/ Salinan Tertulis
4 | Biaya Yang Dibutuhkan O L Penyalinan Rp. ..... X ..... (Jumlah
Lembaran)
2. Pengiriman Rp. .....
5 |Waktu Penyediaan [ Hari .....

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI

Nama dan Tanda Tangan

Dipindai dengan CamScanner
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